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Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu sektor 
yang mampu menggerakkan perekonomian di satu sisi mempunyai sisi positif, 
menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif, 
resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan  pekerja migran  
antar  negara-negara Asia merupakan masalah krusial yang harus  mendapat  
penanganan yang layak.  Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif.  Perlindungan hukum melalui 
para legal merupaka KEGIATAN YANG DILAKUKAN untuk Memberikan wawasan 
hukum bagi calon atau mantan  pekerja migran Ponorogo, yang terdiri dari 
penmahaman mengenai  sistematika kontrak kerja bagi para calon pekerja migran 
Ponorogo, pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang harus 
di terima, pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, serta  penyelesaian 
permasalahan di setiap Negara tujuan karena memiliki aturan hukum dan penyelesaian 
permasalahan yang berbeda-beda.  
 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Para Legal, Ponorogo  
 
A. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. 
Ketentuan normatif ini mengkonfirmasi konstitusional hak atas pekerjaan (right to 
work) dan hak dalam bekerja (right in work).
1
 Hak atas pekerjaan dan hak dalam 
bekerja merupakan hak asasi manusia, perlindungan hukum dan pemenuhan bagi 
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warga negara yang bekerja  memberikan arti penting bagi pencapaian standar 
kehidupan yang layak, Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak 
untuk bekerja bagi warganya dengan sebaik-baiknya.
23
 
Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu 
sektor yang mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Asia, banyaknya 
jumlah PMI ke luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, menambah devisa 
negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif, resiko terjadinya 
perlakuan yang tidak manusiawi.
4
 Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran 
sangatlah penting.  Sejalan dengan makin meningkatnya minat PMI, meningkat pula 
kasus yang tidak manusiawi terhadap PMI.
5
 Kasus yang berkaitan dengan nasib 
pekerja migran semakin beragam bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia 
yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
6
   
Perlindungan  pekerja migran  antar  negara-negara Asia merupakan masalah 
krusial yang harus  mendapat  penanganan yang layak. Jutaan pekerja migran belum 
mendapat perlindungan hukum sebagai manusia secara layak, Masalah pekerja 
migran merupakan masalah kemanusiaan global. Karena di dalamnya ada berbagai 
potensi masalah yang harus disikapi oleh dunia. Mulai dari perdagangan manusia, 
penyelundupan, pemalsuan dokumen,  kejahatan serta berkaitan dengan masalah 
ekonomi.
7




Dominasi pekerja migran di sektor formal periode 2017  laki-laki mencapai 
80,2% dan perempuan mencapai 19,8% lebih kecil. Banyak pekerja migran laki-laki 
yang terserap di sektor formal, faktor pendidikan lebih tinggi dibandingkan 
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Pekerja migran perempuan dominan bekerja di sektor informal. kondisi pekerja 
migran perempuan kurang tampil dan pendidikan rendah. tahun 2018 pekerja migran 
Indonesia di sektor informal sebagian besar dominasi bekerja di sektor informal 
mencapai 97,3 persen dan pekerja laki-laki disektor informal mencapai 2,7 persen. 




Pengiriman pekerja migran dewasa ini juga sebagai salah satu modus dari 
pelaku tindak pidana perdagangan orang, ,
11
 PMI rentan terhadap pelecehan dan 
eksploitasi. Kerentanan itu mengakibatkan hak-hak pekerja migran mudah diabaikan 
oleh beberapa pihak seperti agen penempatan kerja, pemberi kerja, hingga negara 
penempatan kerja walaupun pekerja migran telah memberi banyak kontribusi bagi 
kesejahteraan ekonomi dan sosial di negara asal maupun negara penempatan.
12
  
PMI Ponorogo mayoritas memiliki karekteristik umum seperti pendidikan yang 
rendah, pengetahuan dan ketrampilan terbatas, termasuk minimnya pengetahuan 
akan hak mereka. Rendahnya kualitas dalam skill pekerjaan membuat pekerja migran 
Indonesia rentan terhadap tindakan eksploitasi dan pengabaian hak hak mereka 
sebagai tenaga kerja
13
.  Upaya perlindungan hukum PMI diatur dalam Undang-
Undang No.18 Tahun 2017 hanya menempatkan pada negara yang mempunyai 
Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki 
perjanjian tertulis, memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi 
pekerja asing.
14
  persyaratan itu adalah demi tercapainya perlindungan hukum 
pekerja migran Indonesia. 
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PMI di luar negeri harus mematuhi peraturan yang ditetapkan negara 
penempatan kerja, pekerja migran yang masuk negara tertentu tanpa memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinyatakan sebagai imigran illegal. Pekerja 
migran terkategori dalam beberapa kategori yaitu pekerja migran yang datang ke 
negara penempatan kerja secara sembunyi-sembunyi tanpa ada dokumen-dokumen 
resmi. Pekerja migran model seperti ini biasanya menggunakan model perekrutan 




Penempatan dan perlindungan pekerja ke luar negeri sesungguhnya 
menyangkut juga hubungan antar negara, maka perlindungan pekerja migran di luar 
negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, 
karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta 
institusi swasta. Masalah penempatan dan perlindungan PMI sangat berhubungan 
dengan kehormatan bangsa
16
. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini 
ingin membahas perlindungan hukum bagi pekerja migran Ponorogo melalui 
pelatihan para legal.  
B. METODE 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan 
doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif.  Sebab hukum tidak hanya dikonsepkan 
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang 




Perlindungan hukum melalui para legal merupaka KEGIATAN YANG 
DILAKUKAN untuk Memberikan wawasan hukum bagi calon atau mantan  pekerja 
migran Ponorogo, yang terdiri dari penmahaman mengenai  sistematika kontrak kerja 
bagi para calon pekerja migran Ponorogo, kontrak kerja rawan disalah gunakan oleh 
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pihak agensi.  Pelatihan paralegal memuat materi materi yang harus di mengerti oleh 
Calon pekerja migran,   pertama adalah pemahaman mengenai perjanjian kerja, 
pekerja migran harus mengetahui dan memahami  apa itu pengertian, dampak dan 
resiko dari perjanjian kerja, perjanjian kerja bagi para pekerja migran ini mencakup 
beberapa aspek, yang setiap aspek terdapat konsekwensi baik oleh pihak pemberi 
kerja maupun pekerja.    
terdapat unsur utama dan unsur-unsur lainnya menurut kaidah hukum perdata 
Indonesia, unsur utama perjanjian yaitu: Unsur Esensialia Dalam ketentuan-
ketentuan yang berupa prestasi apa saja yang wajib dilakukan oleh satu pihak atau 
lebih.
18
  Unsur Naturalia Adalah unsur yang biasanya melekat pada perjanjian.
19
 
Unsur aksidentalia merupakan pelengkap suatu perjanjian dan merupakan ketentuan 
yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang membuat perjanjian 
karena merupakan syarat khusus yang ditentukan para pihak secara bersama-sama, 
sehingga unsur ini pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk prestasi yang wajib 
dilaksanakan atau dipenuhi para pihak.
20
 Prestasi merupakan kewajiban dan hak yang 
harus dipenuhi para pihak baik itu debitur maupun kreditur, yaitu hak kreditur dan 
kewajiban debitur yang didasarkan kepada KUHPerdata Pasal 1234 yang prestasi 




Kesepakatan/Kata sepakat dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata dimana Pasal tersebut terdapat empat syarat sah perjanjian yang mana 
salah satunya adalah konsensus atau kata sepakat.
22
 Semua perjanjian yang dibuat 
para pihak dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan 
kewajiban, akibat hukum adalah akibat yang akan ditanggung oleh para pihak 
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sebagai konsekuensi logis terjadinya perjanjian. Sebagian besar kontrak pekerja 
migran ada dibawah tanggung jawab dan kekuasaan agensi yang dapat seenaknya 
memberhentikan dan memulangkan pekerja jika terjadi permasalahan atau 
wanprestasi . 
Menurut para ahli, mendefinisikan wanprestasi sebagai berikut, J. Satrio 
mengungkapkan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi 
janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya dapat 
dipersalahkan kepadanya. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa wanprestasi adalah 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 
selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk memberikan atau 
membayar ganti rugi atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang 
lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan menurut Wirjono 
Prodjodikoro wanprestasi merupakan tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian. 
Terdapat beberapa macam bentuk wanprestasi, yaitu: Tidak melakukan sesuatu 
apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 
tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 
Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 
Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai 
ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini pada pihak yang merasa 
dirugikan oleh adanya wanprestasi tersebut dapat menuntut atas kelalaian yang 
terjadi dari pihak lainnya yang melakukan kesalahan tersebut, tuntutan pihak yang 
dirugikan telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu: Pemenuhan Perikatan, 
Pemenuhan Perikatan dengan ganti kerugian, Ganti kerugian, Pembatalan perjanjian 
timbal balik, Pembatalan dengan ganti kerugian  
Kedua pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang 
harus di terima, terdapat beberapa pembiayaan yang harus di pahami bagi calon 
pekerja migran Ponorogo, yaitu biaya dari calon pekerja migran indonesia kepada 
agen Indonesia , dan biaya kesepakatan penyaluran kerja agen indonesia ke agen 
negara tujuan. Banyak pekerja migran yang di berangkatkan oleh agen Indonesia 
melalui talangan biaya dari agensi dalam negeri,  sehingga kesepakatan tersebut juga 
harus di pahami sejak awal supaya tidak menimbulkan permasalahan.  Ketiga 
pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, setiap pekerja migran wajib 
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memperoleh jaminan sosial dari Negara tujuan, melalui pelatihan para legal maka 
pekerja migran harus memahami dan mengerti apa saja jaminan sosial yang akan di 
peroleh  selama bekerja di Negara tujuan.  Keempat pemahaman perlindungan kerja 
mengenai waktu kerja, waktu kerja biasanya di sepakati pada perjanjian kerja, 
pelatihan paralegal  pekerja migran Ponorogo harus memuat pula materi-materi 
waktu kerja  sekaligus  aturan jam kerja di Negara tujuan.  
Kelima penyelesaian permasalahan, calon pekerja migran Ponorogo dalam 
pelatihan para legal juga harus di bekali bagaimana cara penyelesaian masalah di 
Negara tujuan, calon pekerja migran Ponorogo juga harus di jelaskan aturan hukum 
di Negara tujuan, karena di setiap Negara tujuan memiliki aturan hukum yang 
berbeda-beda. Sehingga penyelesaian permasalahan memalui jalur hukum juga 
tentunya akan berbeda. Maka selain di bekali pemahaman tahapan-tahapan 
penyelesaian masalah persidangan di Indonesia juga harus di bekali pemahaman 
tahapan-tahapan persidangan di Negara tujuan.  
D. KESIMPULAN 
Calon pekerja migran kurang memahami kontrak kerja  karena kendala Bahasa, 
Ketidak pahaman terhadap kontrak yang berlaku juga di sebabkan oleh kurang atau 
tiadanya penjelasan  yang cukup terkait masalah kontrak padahal ini adalah hal yang 
urgent. Pemahaman atas pentingnya kontrak kerja merupakan salah satu aspek utama 
yang harus di kuasai oleh calon pekerja migran. Pekerja Calon pekerja kurang 
memahami alur dan prosedur perlindungan hukum. Pendampingan paralegal 
membantu pekerja migran untuk memahami kontrak kerja  yang terdiri dari 
ketentuan upah,  waktu kerja, jam kerja, jaminan sosial dan alur serta prosedur. 
Pendampingan paralegal membuat pekerja migran dan calon pekerja migran 
memahami hak dan kewajibannya selama bekerja.  Pelatihan  para legal ini 
memberikan pemahaman atas legalitas, kontrak, prosedur dan cara aksesnya 
sehingga pekerja migran dapat mempertimbangkan kontrak kerja jika dirasa 
merugikannya. Pendampingan paralegal ini merupakan suatu bentuk upaya 
perlindungan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia.  
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